
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452); 

Mengingat 

bahwa untuk melak:sanak:an ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah 
Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

Menimbang 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2024 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR.13 TAHUN 2024 

BUPATI LAMPUNG BARAT 
PROVINS! LAMPUNG 

SALIN AN 



11. Peraturan Pernerintah Nornor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nornor 91, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4864) sebagairnana telah diubah dengan 
Peraturan Pernerintah Nornor 18 Tahun 2022 (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 121, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 
6793); 

10. Peraturan Pernerintah Nornor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 43, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Nornor 4829); 

9. Peraturan Pernerintah Nornor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nornor 83, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4738); 

8. Peraturan Pernerintah Nornor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nornor 210, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4028); 

7. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 4, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6757); 

6. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nornor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang 
Nornor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja rnenjadi Undang- 
Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nornor 41, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 6856); 

5. Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 7, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5495) 
sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nornor 3 Tahun 2024(Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nornor 77, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6914); 



18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6523); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 61 77); 



26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6881); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6323); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6847); 



35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 

33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar 
Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891); 

32. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 868); 

31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

27. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ten tang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); 



44. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis 
Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 677); 

43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 
Pemutakhiran Klasifi.kasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023; 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 
tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan 
Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 158); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran Daerah 
Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1619); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah 
Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1541); 



50. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten lampung Barat Tahun 2024 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten lampung Barat 
Tahun 2024 Nomor 447); 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024; 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 
2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
{Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 201 7 
Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 
4 Tahun 2023 {Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 
Tahun 2023 Nomor 4); 

47. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang 
Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal 
Kesehatan {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 204); 

48. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang 
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik {Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229); 

45. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang 
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 1006); 

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 



APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp. l.096.792.411.919,00 (Satu 
Triliun Sembilan Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Em pat 
Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah) 
bertambah/berkurang sebesar Rp 29.488.584.017,00 (Dua Puluh Sembilan 
Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima ratus Delapan Puluh 
Empat Ribu tujuh belas Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.126.280. 995. 936,00 (Satu 
Triliun Seratus Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan 
ratus Sembilan Puluh Lina Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dengan 
rincian sebagai berikut: 

Pasal 2 

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat. 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan perda. 
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan. 
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran 
berkenaan. 

Pasal 1 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2024. 

MEMUTUSKAN 



4. Lampiran IV 

Daftar Perubahan Nama Penerima, Alamat Penerima, 
dan Besaran Hibah 

Daftar Perubahan Nama Penerima, Alamat Penerima, 
Dan Besaran Bantuan Sosial 

3. Lampiran III 

2. Lampiran II 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari: 
1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang 

Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Dan 
Rincian Objek, Dan Subrincian Objek Pendapatan, 
Belanja, Dan Pembiayaan 

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan 
Rincian Objek, Dan Subrincian Objek Pendapatan, 
Belanja, Dan Pembiayaan 

Pasal 3 

Rp. 0,00 

2. Pengeluaran pembiayaan 
a) Semula Rp. 19.918.662.620,00 
b) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 
Jumlah pengeluaran pembiayaan 
setelah perubahan Rp. 19.918.662.620,00 
Jumlah pembiayaan neto setelah 
perubahan Rp. 10.764.550.701,08 
Sisa lebih pembiayaan anggaran 
setelah perubahan 

Rp. 30.683.213.321,08 

Rp. l. l 15.516.445.234,92 

Rp. 1.091. 795.802.539 ,00 
Rp. 23.720.642.695,92 

a. Pendapatan Daerah 
1. Semula 
2. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah pendapatan daerah 
setelah perubahan 

b. Belanja Daerah 
1. Semula Rp. l.096.792.411.919,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 29.488.584.017,00,00 
Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. l.126.280.995.936,00 

c. Pembiayaan Daerah 
1. Penerimaan pembiayaan 

a) Semula Rp. 24.915.272.000,00 
b) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.767.941.321,08 
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah 
Perubahan 



Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat Daerah 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 4 

Daftar Perubahan Nama Penerima, Alamat Penerima, 
Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Dan 
Bersifat Khusus 

Daftar Perubahan Nama Penerima, Alamat Penerima, 
Dan Besaran Belanja Bagi Hasil 

Perubahan Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan 
Rincian Objek, Dan Subrincian Objek Pendapatan, 
Belanja, Dan Pembiayaan 

Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 
Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas 
Alam/ Tambahan Dbh-Minyak Dan Gas Bumi Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan 
Rincian Objek, Dan Subrincian Objek Pendapatan, 
Belanja, Dan Pembiayaan 

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Daerah 
Perbatasan Dalam Rancangan Perda Tentang Perubahan 
APBD Dan Rancangan Perkada Tentang Penjabaran 
Perubahan APBD Dengan Program Prioritas Perbatasan 
Negara 

Rekapitulasi Dan Sinkronisasi Peraturan Kepala Daerah 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Yang Disajikan Berdasarkan Sumber 
Dana 

Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan 
Barang Dan Jasa Serta Belanja Modal Berupa Produk 
Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri 
(TKDN) 

11. Lampiran XI 

10. Lampiran X 

9. Lampiran IX 

8. Lampiran VIII 

7. Lampiran VII 

6. Lampiran VI 

5. Lampiran V 



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 2 3 

ADIUTAMA 

ttd 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

Diundangkan di Liwa 
pada tanggal ! Cp ~vs~ 2024 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG BARAT, 

NU KMAN 

ttd 

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT, 

Ditetapkan di Liwa 
pada tanggal (~ AC1u<;hJ> 2024 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 5 


